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Abstract 
This study is a comparative analysis of two marriage dispensation rulings at 

the Mojokerto Religious Court, namely case numbers 463/Pdt.P/2025/PA.Mr and 
479/Pdt.P/2025/PA.Mr. Although both rulings used the same legal basis, the final 
decisions differed significantly: one was granted and the other was denied. This 
research aims to analyze the similarities and differences in the judges' considerations 
and to demonstrate that the P2TP2A recommendations, as well as the factual 
readiness of the prospective couple (including psychological readiness and financial 
independence), were key factors in determining the final decision. The research aims 
to analyze the marriage dispensation rulings that were granted and denied at the 
Mojokerto Religious Court. It highlights the legal and factual aspects of the court 
proceedings that shaped the judges' considerations. We use a normative approach 
with document analysis and a juridical review of relevant laws. Our primary data is 
Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, while secondary data is derived from 
theoretical, legal, and library sources related to case numbers 463/Pdt.P/2025/PA.Mr 
and 479/Pdt.P/2025/PA.Mr.The research findings show that the reason for the 
dispensation application in Case 463/Pdt.P/2025/PA.Mr was a 17-year-and-2-month-
old female applicant who was four months pregnant with her 27-year-old partner. In 
contrast, Case 479/Pdt.P/2025/PA.Mr involved a 16-year-and-9-month-old female 
who was one month and three weeks pregnant with an 18-year-and-8-month-old 
partner (a high school student). The judge's consideration for granting case 
463/Pdt.P/2025/PA.Was that the element of "urgent reason" that was met, based on 
Article 7 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 and Law No. 16 of 2019, taking into 
account the female applicant's psychological readiness and the male applicant's 
financial independence and age? Conversely, the denial in case 479/Pdt.P/2025/PA.Mr 
was due to the failure to meet the "urgent reason" element in the same article. The 
P2TP2A stated that the female applicant was not yet psychologically ready, and the 
male applicant was still a minor, unemployed, and dependent on his parents. 
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A. Pendahuluan  

Pernikahan, sebagai pilar sosial dan keagamaan, kerap dihadapkan pada 

realitas usia yang belum ideal, terutama dengan masih maraknya pernikahan dini di 

berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini seringkali berakar pada isu-isu 

kompleks seperti pergaulan bebas, tekanan ekonomi, dan rendahnya tingkat 

pendidikan. Kehamilan di luar nikah juga menjadi pemicu utama bagi orang tua 

untuk segera menikahkan anaknya, guna menghindari aib sosial serta menjamin 

status hukum anak yang akan lahir. Dalam kondisi seperti ini, pernikahan dini 

dianggap sebagai jalan keluar yang paling cepat, meskipun belum tentu ideal secara 

psikologis maupun emosional bagi para pihak yang terlibat. 

Meskipun hukum Islam tidak secara tegas melarang pernikahan di usia muda, 

mayoritas ulama menyarankan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika 

seseorang telah matang secara fisik dan mental. Sementara itu, secara legal formal, 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal menikah 

bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika usia belum mencukupi, maka 

satu-satunya jalur hukum yang dapat ditempuh adalah melalui permohonan 

dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Namun, dispensasi ini bukan hak otomatis, 

melainkan harus dibuktikan dengan alasan kuat dan didasarkan pada pertimbangan 

mendesak serta kesiapan calon mempelai. 

Namun, penerapan dispensasi nikah ini bukannya tanpa tantangan. Ada kasus 

di mana permohonan dikabulkan, namun tak jarang pula ditolak, meskipun 

memiliki latar belakang atau kondisi yang tampak serupa. Inkonsistensi ini 

menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar pertimbangan hakim dan sejauh 

mana pertimbangan sosial, psikologis, serta hukum digunakan secara proporsional. 

Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk tidak hanya memahami teks hukum, tetapi 

juga konteks sosial yang melingkupi para pemohon. Di sinilah pentingnya 

pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis 

hukum, agar penegakan hukum dapat lebih responsif terhadap realitas sosial 

masyarakat. 

Untuk menjawab dinamika tersebut, sebuah kajian komparatif terhadap dua 

putusan Pengadilan Agama Mojokerto yaitu Putusan Nomor 

463/Pdt.P/2025/PA.Mr yang dikabulkan dan Putusan Nomor 

479/Pdt.P/2025/PA.Mr yang ditolak menjadi sangat relevan. Kedua perkara ini 

melibatkan pemohon dengan latar belakang yang relatif serupa, yakni usia anak 

yang masih di bawah ketentuan undang-undang dan kondisi kehamilan sebagai 
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faktor pendorong. Namun demikian, hasil putusan berbeda. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat variabel lain yang memengaruhi keputusan majelis hakim. 

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam dasar 

pertimbangan hukum dan non-hukum (psikologis, sosial, budaya) yang digunakan 

hakim dalam mengambil keputusan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan 

sosiologis, kajian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam penelitian 

sebelumnya yang cenderung fokus pada satu aspek saja atau pada satu putusan 

tunggal. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

penguatan praktik peradilan agama dalam perkara dispensasi nikah serta 

memperjelas bagaimana nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak diterapkan 

secara nyata di lapangan. perbedaan hasil putusan dalam perkara yang serupa 

menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam 

menafsirkan dan menerapkan hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena 

menunjukkan bahwa selain norma tertulis, keputusan hakim juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor eksternal, seperti kondisi psikologis anak, kesiapan ekonomi calon 

mempelai, lingkungan sosial, hingga pandangan hakim terhadap kemaslahatan. 

Dalam konteks hukum progresif, hakim tidak hanya berfungsi sebagai “corong 

undang-undang”, tetapi juga sebagai penentu arah keadilan substantif di tengah 

realitas sosial yang dinamis. 

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi 

juga secara praktis. Kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

peradilan agama dalam menyusun pedoman atau standar pertimbangan yang lebih 

jelas dan konsisten dalam menangani perkara dispensasi nikah. Dengan begitu, 

diharapkan tidak terjadi disparitas yang membingungkan masyarakat pencari 

keadilan. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap 

efektivitas kebijakan peningkatan batas usia perkawinan, serta perlunya sinergi 

antara pendekatan hukum, edukasi masyarakat, dan peran keluarga dalam 

mencegah pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi jembatan 

antara norma hukum dengan realitas sosial dalam praktik peradilan 

Islam.Berdasarkan    pemaparan    latar belakang    diatas,   maka    rumusan masalah 

yang timbul adalah: 

1. Apakah faktor pengajuan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor Nomor 

463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah pada 

Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr? 

3. Bagaimana pertimbangan Hakim menolak Dipensasi Nikah pada  Perkara 

Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr? 
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4. Bagaimana analisis studi komparatif terhadap Putusan Dispensasi Nikah dalam 

Perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan 479/Pdt.P/2025/PA.Mr di 

Pengadilan Agama Mojokerto? 

Dari rumusan masalah di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

dengan judul " STUDI KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI 

PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 

463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Putusan Perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr.” 

 

B. Metode 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif atau yuridis 

kualitatif (Rosidi, 2024). Ini berarti fokus utama penelitian adalah pada pemahaman 

mendalam terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang berlaku, bukan pada 

pengumpulan data statistik atau survei lapangan. Metode ini memungkinkan 

penulis untuk menganalisis data secara sistematis guna mengungkap makna dan 

implikasi hukum dari materi yang dikaji. Sumber data yang digunakan mencakup 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, dan berbagai pendapat ahli hukum, yang semuanya berperan penting 

dalam membangun fondasi analisis hukum yang kuat. 

Untuk mengumpulkan informasi, penulis membagi sumber data menjadi dua 

kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu individu yang terlibat dalam 

fenomena yang diteliti. Data ini sangat penting karena memberikan informasi yang 

mendalam, kontekstual, dan terkini, yang seringkali tidak tersedia dalam dokumen 

lain. Keberadaan data primer ini memperkuat keabsahan dan keakuratan temuan 

penelitian (Suharsimi, 2022). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai 

dokumen dan literatur. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya 

ilmiah lain yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai landasan teori dan 

kerangka hukum yang krusial untuk menganalisis kasus-kasus dispensasi 

perkawinan serta mendukung argumen hukum secara sistematis dan ilmiah (David, 

2021).  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif. 

Pendekatan ini secara spesifik berfokus pada kajian norma hukum yang berlaku 

tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Peneliti mengkaji berbagai 

sumber hukum tertulis yang sudah tersedia, dan analisisnya didasarkan pada tiga 

unsur utama, yaitu norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin (Benuf, 2020). 

Norma hukum positif mencakup segala bentuk peraturan resmi yang ditetapkan 
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oleh negara, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, yang berfungsi 

sebagai pedoman dalam kehidupan hukum. Selain itu, penelitian ini juga 

mengadopsi metode analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman. Metode ini bersifat siklus dan berkelanjutan, di mana analisis data tidak 

hanya dilakukan di akhir penelitian, tetapi juga sejak awal pengumpulan data. 

Proses ini terdiri dari tiga langkah yang saling berhubungan erat: reduksi data 

(memilah dan menyederhanakan data), penyajian data (mengatur data dalam 

bentuk visual seperti tabel atau bagan), dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi 

secara terus-menerus. Ketiga langkah ini dilakukan secara interaktif dan berulang 

untuk memastikan bahwa hasil analisis yang dihasilkan mendalam dan kredibel 

(Qomaruddin & Sa’diyah, 2024). 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mojokerto 

Pada Putusan Perkara Dispensasi Nikah Yang Di Terima Di Pengadilan 

Agama Mojokerto 

Pernikahan dini didefinisikan sebagai perkawinan di bawah usia 19 tahun, di 

mana pasangan belum siap secara fisik dan mental untuk membina rumah 

tangga (Muhajarah & Fitriani, 2022). Awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menetapkan batas usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. 

Namun, ketentuan ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019, yang menyamakan batas usia minimum menjadi 19 tahun bagi kedua 

belah pihak. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak 

anak dan menekan angka pernikahan dini, yang sejalan dengan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yang juga menekankan pentingnya usia yang matang demi 

kemaslahatan keluarga (Pasal 15 ayat (1) KHI). Dengan demikian, pembatasan 

usia ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak dan remaja 

(Wahyuni, 2020; Almahisa & Agustian, 2021). 

Beberapa faktor utama pemicu pernikahan dini adalah ekonomi dan 

pendidikan. Kondisi kemiskinan sering kali membuat orang tua menikahkan 

anaknya untuk mengurangi beban finansial (Kurniawati & Sari, 2020), 

sementara rendahnya tingkat pendidikan membuat anak kurang memiliki 

prospek untuk melanjutkan studi atau bekerja, sehingga dianggap sebagai beban 

ekonomi keluarga (Amanda et al., 2023). Selain itu, kehamilan di luar nikah 

adalah penyebab umum lainnya, yang mendorong pernikahan terpaksa untuk 

menghindari stigma sosial. Pengaruh media massa yang tidak tepat juga 

berperan dalam memicu perilaku berisiko di kalangan remaja (Sari & 
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Puspitasari, 2022). Untuk mengatasi kondisi mendesak ini, orang tua dapat 

mengajukan dispensasi nikah, yaitu izin khusus dari pengadilan agar anak di 

bawah usia 19 tahun dapat menikah (Hidayatulloh, 2020; Kurniawati et al., 

2023). 

Proses dispensasi nikah diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Permohonan diajukan ke Pengadilan 

Agama untuk calon pengantin Muslim atau Pengadilan Negeri untuk non-

Muslim. Pemohon utama adalah orang tua, yang harus melampirkan berbagai 

dokumen administrasi, meskipun ada fleksibilitas jika dokumen tidak lengkap. 

Dalam prosesnya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (P2TP2A) sering dilibatkan untuk melakukan asesmen 

psikologis. Hasil asesmen ini menjadi bahan pertimbangan utama bagi hakim, 

yang harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (Nuradhawati, 

2020). Berdasarkan hal ini, dispensasi nikah adalah pengecualian hukum yang 

memungkinkan perkawinan di bawah usia minimal, dengan tujuan utama untuk 

memberikan solusi hukum dan melindungi hak anak dalam situasi yang 

mendesak. 

Putusan pengadilan tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama 

Mojokerto menunjukkan bagaimana hakim menerapkan diskresi yudisial dalam 

hukum keluarga di Indonesia. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan 

yang seimbang antara hukum positif—seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019—dengan realitas sosial yang 

ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan 

kemaslahatan bagi semua pihak. Secara sosiologis, putusan ini mencerminkan 

adaptasi hukum terhadap kondisi masyarakat yang beragam, sambil tetap 

berpegang pada teori perlindungan anak, yaitu memastikan setiap putusan 

mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). 

Proses pengajuan dispensasi nikah diatur secara terperinci oleh PERMA 

Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, permohonan dapat 

diajukan oleh calon mempelai atau orang tua mereka (Al Hasan & Yusup, 2021). 

Dokumen ini menjadi acuan utama bagi hakim dalam setiap tahapan, mulai dari 

pendaftaran hingga pengambilan putusan. Aturan ini memastikan bahwa semua 

aspek permohonan, seperti kelengkapan dokumen dan pemeriksaan para pihak, 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

Sebagai contoh, dalam perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr, hakim 

mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam kasus ini, seorang anak 

berusia 17 tahun 2 bulan hamil empat bulan dengan calon suaminya yang 
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berusia 27 tahun. Permohonan ini dikabulkan karena hakim melihat adanya 

alasan yang mendesak, seperti kehamilan, yang dapat menimbulkan stigma 

sosial. Selain itu, pasangan tersebut telah menjalani konseling, dan calon suami 

menunjukkan kesiapan finansial, sehingga pernikahan dinilai layak untuk 

dilangsungkan demi melegalkan kehamilan dan memberikan kepastian hukum. 

Putusan ini menyeimbangkan ketentuan hukum normatif dengan kebutuhan 

sosial untuk menghindari masalah yang lebih besar. 

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr, permohonan 

dispensasi nikah ditolak. Meskipun anak perempuan yang masih berusia 16 

tahun 9 bulan hamil satu bulan tiga minggu, hakim melihat bahwa anak tersebut 

masih seorang pelajar dan memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan 

pendidikannya. Faktor ini menjadi alasan utama penolakan, karena hakim 

memprioritaskan ketidaksiapan mental anak dan haknya untuk melanjutkan 

pendidikan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan sangat mengutamakan 

kepentingan terbaik bagi anak di atas alasan mendesak lainnya, seperti 

kehamilan. Dengan demikian, putusan ini memperkuat prinsip bahwa 

perlindungan anak adalah pertimbangan hukum yang paling utama dalam setiap 

kasus dispensasi nikah. 

2. Pertimbnagan Hakim tentang perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan 

Aggama Moojokerto (Putusan Nomor 463/Pdt.p/2025/PA.Mr dan 

Putusan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr) 

Kajian mengenai dispensasi nikah menyoroti dua jenis pertimbangan 

hakim, yaitu pertimbangan yuridis yang berlandaskan pada hukum formal dan 

non-yuridis yang mencakup aspek keadilan sosial (Mesraini & Mahmud, 2020). 

Hakim harus menjaga objektivitas dan independensinya untuk menjaga 

integritas lembaga peradilan (Mustofa, 2022). Pertimbangan hakim ini 

berlandaskan pada berbagai dasar hukum, termasuk Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 

Tahun 1974 yang telah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan 

usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mewajibkan hakim untuk 

memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan, 

menegaskan bahwa perlindungan hak dan masa depan anak harus diutamakan 

(Maulia & Saptatiningsih, 2020). 

Peran hakim dalam perkara dispensasi nikah adalah menyeimbangkan 

penegakan hukum dengan keadilan substantif. Hakim memiliki kewajiban 

untuk menggali secara menyeluruh latar belakang permohonan, termasuk 

alasan medis, kondisi sosial, atau kehamilan yang tidak diinginkan, 
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sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 

2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2023. Selain itu, perkawinan harus didasarkan 

pada persetujuan sukarela kedua calon mempelai tanpa paksaan (Pasal 6 ayat 

(1) Undang-Undang Perkawinan). Dalam konteks ini, Pasal 26 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Anak menegaskan tanggung jawab orang tua untuk 

melindungi anak dari pernikahan dini. 

Landasan filosofis bagi pertimbangan hakim juga terdapat dalam Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, yang mengamanatkan 

hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti hakim tidak hanya 

menerapkan aturan formal, tetapi juga harus peka terhadap realitas sosial. 

Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim memastikan bahwa 

putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan 

keadilan dan kemaslahatan yang relevan dengan kondisi masyarakat. 

Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto menerapkan diskresi yudisial 

dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, yang terlihat dari putusan yang 

dikabulkan maupun yang ditolak. Keputusan ini berlandaskan pada kerangka 

hukum yang komprehensif, terutama Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin. PERMA ini mengatur bahwa hakim wajib menghadirkan semua pihak 

terkait (Pasal 10 dan 11), memberikan nasihat tentang dampak pernikahan dini 

(Pasal 12), dan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga seperti P2TP2A 

(Pasal 15 huruf d). Selain itu, hakim juga harus menilai kesiapan calon mempelai 

dari berbagai aspek, seperti psikologis, fisik, sosial, dan finansial (Pasal 16). 

Dalam perkara Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr, hakim mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah karena adanya kondisi mendesak, yaitu 

kehamilan empat bulan pada anak berusia 17 tahun 2 bulan. Hakim menilai 

bahwa mengabulkan permohonan tersebut adalah kepentingan terbaik bagi 

anak untuk menghindari stigma sosial dan mendapatkan kepastian hukum. 

Keputusan ini juga didukung oleh kesiapan finansial calon suami yang berusia 

27 tahun serta laporan P2TP2A yang menyatakan anak siap secara psikologis. 

Putusan ini sejalan dengan Pasal 53 KHI, yang memperbolehkan pernikahan 

wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, menunjukkan bagaimana 

hukum diadaptasi untuk memberikan solusi atas permasalahan sosial yang 

mendesak. 

Dalam memutus permohonan dispensasi nikah, hakim di Pengadilan 

Agama Mojokerto mendasarkan keputusannya pada kerangka hukum yang 
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ketat. Hakim berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 

Tahun 2019, yang mengatur berbagai aspek, mulai dari kewajiban 

mendengarkan keterangan langsung dari semua pihak yang terlibat (Pasal 10 

dan 11) hingga kewajiban memberikan nasihat serta menilai kesiapan calon 

mempelai dari berbagai aspek seperti psikologis dan finansial (Pasal 12, 15, dan 

16). Meskipun terdapat kondisi mendesak seperti kehamilan, keputusan hakim 

sangat dipengaruhi oleh penilaian terhadap kepentingan terbaik bagi anak (the 

best interests of the child). Penolakan permohonan, seperti pada kasus Nomor 

479/Pdt.P/2025/PA.Mr, terjadi karena hakim menilai anak pemohon belum 

siap secara mental dan memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan. 

Fakta bahwa calon suami juga belum bekerja memperkuat keyakinan hakim 

bahwa pernikahan dini akan menghambat masa depan anak, alih-alih 

melindunginya. 

Putusan penolakan ini secara tegas menunjukkan bahwa hakim tidak 

hanya mempertimbangkan kondisi faktual seperti kehamilan, tetapi juga 

mempertimbangkan kesiapan mental dan hak anak atas pendidikan. Laporan 

dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

yang menyatakan anak pemohon tidak siap secara psikologis menjadi 

pertimbangan krusial. Hakim mengutamakan kesejahteraan jangka panjang 

anak dibandingkan dengan solusi pernikahan yang mungkin hanya bersifat 

sementara. Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya 

menyeimbangkan antara ketentuan hukum normatif, seperti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, dengan realitas sosial, dengan fokus utama pada 

perlindungan hak dan masa depan anak. 

Proses persidangan pun dirancang untuk melindungi anak. Pasal 11 ayat 

(2) PERMA No. 5 Tahun 2019 memastikan anak dapat memberikan keterangan 

dengan nyaman tanpa tekanan formalitas persidangan. Selain itu, hakim juga 

menggali komitmen orang tua untuk terus bertanggung jawab terhadap anak 

pasca-pernikahan, sesuai dengan Pasal 16 huruf j. Dengan demikian, putusan 

hakim ini menegaskan bahwa setiap kasus dispensasi nikah dievaluasi secara 

cermat dan individual, di mana tujuan utama adalah menjamin masa depan dan 

kesejahteraan anak yang terlibat. 

3. Komparasi pertimbangan Hakim dalam perkara mengabulkan dan 

menolak dalam Putusan Perkara Dispensi Nikah Di Pengadilan Agama 

Mojokerto 

Dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, hakim di Pengadilan 

Agama Mojokerto menerapkan kerangka hukum yang konsisten, baik dalam 
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putusan yang mengabulkan Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr maupun yang 

menolak Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr. Kedua putusan ini didasarkan pada 

landasan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 

48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah 

dengan UU No. 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Penggunaan dasar hukum yang seragam ini memastikan bahwa proses 

pengambilan keputusan hakim terstruktur dan sejalan dengan prinsip 

penegakan hukum dan keadilan yang berlaku. 

Kesamaan juga terlihat jelas dalam prosedur persidangan yang diterapkan 

pada kedua kasus. Hakim secara ketat berpedoman pada Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan peraturan ini, hakim wajib 

menghadirkan semua pihak terkait untuk mendengarkan keterangan langsung 

(Pasal 10 dan 11), memberikan nasihat tentang dampak pernikahan dini (Pasal 

12), serta mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga ahli seperti P2TP2A 

(Pasal 15 huruf d). Prosedur ini memastikan bahwa setiap permohonan 

dispensasi nikah diperiksa secara mendalam, objektif, dan dengan 

memperhatikan semua informasi yang relevan. 

Meskipun putusannya berbeda, fokus utama pertimbangan hakim pada 

kedua kasus tetap sama, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak 

(the best interests of the child). Penilaian menyeluruh terhadap kesiapan calon 

mempelai dari berbagai aspek, termasuk psikologis, fisik, sosial, dan finansial, 

menjadi kunci dalam pengambilan keputusan (Pasal 16). Selain itu, hakim juga 

menggali komitmen orang tua untuk memberikan dukungan berkelanjutan 

pasca-pernikahan (Pasal 16 huruf j). Dengan demikian, baik putusan yang 

mengabulkan maupun yang menolak, keduanya merupakan hasil dari upaya 

hakim untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum normatif dan kondisi 

riil yang dihadapi anak, demi menjamin kesejahteraan dan masa depan mereka. 

Kesamaan dalam pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak 

adalah pertimbangan hukum yang paling utama dalam setiap putusan 

dispensasi nikah. 

Walaupun kedua perkara dispensasi nikah, Nomor 

463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr, sama-sama 

menggunakan landasan hukum yang identik, perbedaan mendasar terletak 

pada faktor-faktor non-yuridis yang dipertimbangkan oleh hakim. Pada perkara 

463/Pdt.P/2025/PA.Mr, putusan dikabulkan karena meskipun calon istri 

berusia 17 tahun 2 bulan, laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) menunjukkan ia sudah siap secara psikologis. 
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Kesiapan ini diperkuat oleh fakta bahwa calon suaminya berusia 27 tahun, 

dianggap matang, dan memiliki kemapanan ekonomi dengan penghasilan tetap. 

Kombinasi faktor-faktor ini menjadi pertimbangan kunci hakim, yang 

menganggap pengabulan permohonan sebagai langkah terbaik untuk 

melindungi status anak yang dikandung dan martabat calon istri, sejalan dengan 

prinsip "the best interest of the child" atau kepentingan terbaik bagi anak. 

Sebaliknya, perkara 479/Pdt.P/2025/PA.Mr ditolak meskipun juga 

terdapat kondisi kehamilan. Hakim mendasarkan keputusannya pada laporan 

P2TP2A yang secara tegas menyatakan bahwa calon istri yang masih berusia 16 

tahun 9 bulan belum siap secara psikis maupun psikologis untuk menikah. 

Kondisi ini diperparah oleh calon suami yang juga masih di bawah umur, belum 

memiliki pekerjaan tetap, dan calon istri masih berstatus siswi SMA. Perbedaan 

signifikan pada kesiapan psikologis, kemandirian ekonomi, dan status 

pendidikan inilah yang menjadi faktor penentu penolakan. Hakim berpendapat 

bahwa menikahkan anak dalam kondisi belum siap akan menimbulkan risiko 

yang lebih besar dan bertentangan dengan asas perlindungan anak. 

Perbedaan putusan ini juga dapat dilihat dari penerapan kaidah fikih. 

Dalam kasus yang dikabulkan, hakim menerapkan kaidah "menolak kerusakan 

lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan" (درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح). 

Hakim berargumen bahwa mengesahkan pernikahan dini dalam kondisi 

kehamilan adalah cara untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar, seperti 

stigma sosial atau penelantaran anak. Namun, dalam kasus yang ditolak, kaidah 

ini tidak dapat diterapkan karena faktor-faktor pendukung seperti kesiapan 

psikologis dan ekonomi tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pertimbangan hakim tidak hanya berpegang pada hukum formal, tetapi juga 

mempertimbangkan konteks sosial, moral, dan kemaslahatan para pihak untuk 

menghindari kemudaratan yang lebih lanjut. 

D. Simpulan   

Faktor-faktor yang mendasari pengajuan dispensasi nikah dalam perkara 

Nomor 463/Pdt.P/2025/PA.Mr dan Nomor 479/Pdt.P/2025/PA.Mr memiliki 

perbedaan signifikan meskipun keduanya melibatkan kehamilan di luar nikah. 

Dalam kasus pertama, orang tua mengajukan permohonan karena anak 

perempuannya yang berusia 17 tahun 2 bulan telah hamil empat bulan dengan calon 

suami yang lebih tua dan mapan secara finansial. Motif utama pengajuan adalah 

untuk menghindari aib sosial dan melegalkan kehamilan. Sebaliknya, pada kasus 

kedua, permohonan diajukan untuk anak perempuan berusia 16 tahun 9 bulan yang 

juga hamil. Namun, fokus utama orang tua dalam kasus ini adalah kondisi anak yang 
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masih berstatus pelajar, menunjukkan ketidaksiapan mental, dan keinginan 

kuatnya untuk melanjutkan pendidikan. Perbedaan ini menjadi kunci dalam 

putusan hakim. 

Hakim mengabulkan permohonan dalam perkara Nomor 

463/Pdt.P/2025/PA.Mr karena menilai telah terpenuhinya alasan mendesak sesuai 

Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019. Putusan ini 

didasarkan pada beberapa faktor, termasuk kehamilan di luar nikah, kesiapan 

psikologis calon istri yang dikonfirmasi oleh P2TP2A, dan kesiapan finansial calon 

suami yang memiliki pekerjaan tetap. Keputusan ini juga sejalan dengan Pasal 2 ayat 

(1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang keabsahan perkawinan secara agama dan prinsip 

perlindungan anak. Sebaliknya, hakim menolak permohonan dalam perkara Nomor 

479/Pdt.P/2025/PA.Mr dengan pertimbangan bahwa anak pemohon belum siap 

secara psikologis dan emosional, yang didukung oleh hasil konseling P2TP2A. Selain 

itu, calon suami dinilai belum memiliki pekerjaan tetap yang memadai. Penolakan 

ini mencerminkan ketaatan hakim terhadap Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang 

memberi wewenang pengadilan untuk memberikan dispensasi hanya jika ada 

alasan sangat mendesak dan kepentingan anak tidak terganggu. 

Perbedaan putusan ini menunjukkan pendekatan komprehensif hakim yang 

dipandu oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. Pasal 15 

PERMA memungkinkan hakim untuk meminta rekomendasi dari P2TP2A guna 

mengasesmen kesiapan psikologis anak, sedangkan Pasal 16 huruf d mewajibkan 

hakim untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan menggali 

informasi mengenai berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya didasarkan 

pada keberadaan kehamilan, tetapi juga pada analisis mendalam terhadap kesiapan 

holistik calon mempelai. 

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, diperlukan beberapa langkah perbaikan. 

Orang tua harus lebih memahami risiko pernikahan dini dan tidak menjadikannya 

jalan pintas untuk menyelesaikan masalah sosial. Pemerintah dan pemangku 

kebijakan perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi tentang dampak buruk 

pernikahan dini, serta meningkatkan layanan konseling bagi remaja. Sementara itu, 

lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial atau Badan Pengawas MA perlu 

memperketat pengawasan terhadap permohonan dispensasi nikah untuk mencegah 

penyalahgunaan dan memastikan bahwa dispensasi tetap berfungsi sebagai 

pengecualian, bukan sebagai norma. 
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